
BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan basil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan 

yang merupakanjawaban dari permasalahan sebagai berikut: 

l.Ada tiga catatan yang perlu dikemukakan terkait dengan kasus prita mulyasari 

terkait atas kiriman e-mail pribadinya kepada teman-temanya. 

Pertama, dilihat dari judul e-mail pribadi prita, terkandung tuduhan, RS 

Omni Internasional telah melakukan penipuan. Tetapi harus diingat e-mail prita 

bersifat pribadi dan hanya ditujukan kepada ternan-ternan dekatnya. Artinya, prita 

tidak bermaksud menyebarluaskan tuduhan itu kepada masyarakat umum. 

Dengan demikian, delik penyebaran sebagaimana disyaratkan dalam 

unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik tidak terpenuhi. 

Kedua, media yang digunakan Prita untuk menyampaikan kabar yang 

dianggap mencemarkan nama baik adalah dunia maya, sehingga penggunaan 

Undang-Undang lnformasi dan Transaksi Elektronik menjadi relevan. 

Catatan terhadap ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal45 ayat (1) 

Undang-undang lnformai dan Transaksi Elektronik adalah tidak ada definisi apa 

yang dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran nama baik. 
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Ketiga, terkait dengan penahaan Prita Mulyasari. Paada dasamya ada tiga 

syarat penahanan berdasarkan Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana, masing-masing ialah syarat subyektif, syarat objektif, dan syarat 

kelengkapan formal. 

Syarat subyektif adalah penilaian pribadi subyektif dari aparat penegak 

hukum yang terkait dengan kekhawatiran tetsahgka akan melarikan diri, 

mengulang perbuatan pidana, atau menghilangkan barang bukti. 

Sedangkan syarat obyektif adalah penahanan hanya dilakukan terhadap 

kejahatan yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. 

Sementara syarat kelengkapan formal adalah surat penahanan yang berisi 

identitas tersangka dan uraian singkat tindak pidana yang dilakukan. 

Dalam kasus Prita, jika Polri menjerat dengan Pasal 310-311 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana, kiranya dasar penahanan tidaklah relevan, 

mengingat penahanan itu tidak memenuhi syarat objektif karena ancaman pidana 

dalam pasal tersebut di bawah 5 tahun penjara. 

Jika prita dijerat Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang­

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik penhanan dapat dilakukan, tetapi 

tidak berarti harus ditahan sepanjang tersangka tidak memenuhi kekhawatiran 

aparat penegak hukum sebagai syarat subjektif pemahanan. 

Dengan demikian, kondisi objektif Prita dan dengan bersandar pada 

keadilan dan nurani, kiranya Kekhawatiran bahwa tersangka akan melarik:an diri, 
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mengulani perbuatan pidana, atau menghilangkan barang bukti dapat diabaikan 

sehingga tersangka tidak perlu ditahan. 

2. Dalam kasus yang menimpa Prita Mulyasari ini, pasal-pasal pencemaran nama 

baik yang dijerat ialah sebagai berikut : 

a) Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

"(1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang 

dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud 
yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan 
hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak­
banyaknya Rp 4.500,-. 

(2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, 
dipertunjukan pada umum ata:u ditempelkan, maim yang berbuat itu 
dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama­
lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp 
4.500,-. 

(3) Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata 
bahwa sipembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau 
Iantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri."51 

b) Pasal311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hlikuin Pidana 

"Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, 
dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu 
dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah 
memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. "52 

Serta Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang lnformasi 
dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan : 

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya lnformasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan./atau 
pencemaran nama baik. "53 

51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal310 ayat (l),(2)dan (3) 
52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal311 ayat (1) 
53 Undang-Undang Nomor II Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik.Pasal 27 
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Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukwn 

Pidana, pengbin(Jan yang dapat dipidana harus dilakukan dengan 

menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu, dengan 

maksud tuduhan itu akan tersiar ( diketahui orang ban yak). 

Penghinaan menurut Pasal 310 ayat (1) dan (2) di atas dapat 

dikecualikan (tidak dapat dihukwn) apabila tuduhan atau penghinaan itu 

dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk 

membela diri. Patut atau tidaknya pembelaan kepentingan umum dan 

pembelaan diri yang diajukan oleh tersangka terletak pada pertimbangan 

hakim. Untuk kejahatan memfitnah menurut Pasal 311 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, tidak perlu dilakukan di muka umum, sudah 

cukup hila dapat dibuktikan bahwa ada maksud untuk menyiarkan tuduhan 

terse but. 

#keterangan : dalam menyusun skripsi hingga disidangkan skripsi ini 
(29 Agustus 2012), perkara antara Prita Mulyasari dengan RS.Omni 
Internasional Tanggerang belum mengeluarkan putusan Peninjauan 
Kembali (PK) yang diajukan oleh Prita Mulyasari. 
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B. Saran. 

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir keadilan dalam memberikan 

keadilan dan kepastian hukum hendaknya berusaha sebaik-baiknya dalam 

memutuskan suatu perkara, dan berhukumlah denganberdasarkan hati nurani 

agar kejadian-kejadian seperti yang telah menimpa Prita Mulyasari menjadi 

yang terakhir demi menjadikan Indonesia sebagai Negara hukum yang 

berkualitas. 

2. Dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik di Negara-Negara 

Demokratis, pasal-pasal pencemaran nama baik dalam hukum pidana 

dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan berpendapat. 

Oleh sebab itu, tindakan yang dianggap dapat merugikan reputasi 

seseorang alangkah jauh lebih baik apabila dimintai 

pertanggungjawabannya melalui penyelesaian hukum perdata dalam hal 

ini ganti rugi, bukan melalui penyelesaian hukum pidana. 

#keterangan : dalam menyusun skripsi hingga disidangkan skripsi ini 

(29 Agustus 2012), perkara antara Prita Mulyasari dengan RS.Omni 

Internasional Tanggerang belum mengeluarkan putusan Peninjauan 

Kembali (PK). yang diajukan oleh Prita Mulyasari. 
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